MASALAH LIAAN DAN PELAKSANAANNYA
DI INDONESIA

oleh : Drs. KAMAL MUCHTAR

1. PENDAHULUAN

Salah satu daripada yang sukar diketahui dengan pasti kea-
daannya dan amat sukar mencari alat bukti untuk mengetahui
hakikatnya ialah .isi hati seseorang”. Yang dapat mengetahuinya
ialah orang itu sendiri atau Allah swt. sehagai penciptanya. Mani-
festasi dari pada ,isi hati seseorang” ialah sikapnya, tindak tanduk-
nya, perangainya dan sebagainya.

Persoalan ,/i’aan” termasuk persoalan yang berhubungan dengan

hati® ; sukar meraba hakikat kebenarannya dengan pasti.
dalam perkara? yang tidak

kan hakim scbagai dasar
ebab : kenapa belum

s 151
Karena itu perkara li’aan termasuk di
mempunyai alat? bukti yang dapat dijadi
keputusannya. Diduga inilah yang menjadi s
ada persesuaian pendapat antara Peradilan Negeri dengan Peradilan
Agama tentang Peradilan mana yang berwenang mengadili perkara

1i’aan.

II. ARTI LI’AAN DAN DASAR HUKUMNYA

,Li’aan” berasal dari perkataan ,,al la'nu” yang .berarti k-
tukan’’. Disebut ,li’aan” karena masing? pihak suami-isteri mengu-
tuk pihak yang lain sectelah masing? menyatakan persaksiannya
empat kali.
pahwa bersedia dilaknat
kali oleh diri sendiri
ukan oleh suami dan

,,Li’aan” ialah : “Saling menyatakan
Allah setelah mengucapkan persaksian empat
yang dikuatkan dengan sumpah yang dilak .
isteri, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang ]ain
melakukan perbuatan zina, atau suami tidak mengakui anak yang
dikandung atau dilahirkan oleh isterinya sebagal anaknya dan
pihak yang lain bersikeras pula menolak tuduhan tersebut sedang
masing?nya itu tidak mempunyai alat bukti Y2P8 dapat diajukan
kepada hakim.

Dari pengertian diatas kita dapati tiga maca™ ciri* l’aan, yaitu :
2 € i : % iri, dilakuka
1. persaksian yang dilakukan oleh diri scr:lfiln A v I:nzrsgagt:

kali yang dikuatkan dengan sumpah
- palt’ <
pihak menerima laknat illah seandainy? R Pordusta ;

2. masing? pihak tetap pada pendirian masing"f;-
3. tidak ada satupun alat? bukti yang dapat diajukan sehagai
bukti.
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Dasar hukum li'aan ialah, firman Allah :

wDan orang — orang yang menuduh isterinya ( berzina ) pada hal
mereka lidak ada mempunyai saksi —saksi selain diri merel:a sendiri,
maka persaksian orang itu ialah : empat kali bersumpah dengan
nama  Allah, bahwa sesunsguhnya ia termasuk  orang - orang
yang benar. Dan ( sumpah ) yang kelima : bahwa lafnat Alfa?t
( akan ditimpakan ) atasnya, jika ia termasul orang - orang yang
berdusta. Isterinya itu dapat dihindarkan dari hukuman oleh sum-
pahnya empat kali atas nama Allah bahwq Suaminya ity sungguh
sungguh termasuk orang yang dusta. Dan ( sumpah )— yang kelimq :
bahwa laknat Atllah ( gkan ditimpakan ) alasnyq jika:’ mamirg';r
termasuk orang - orang yang benar (S An Ny, ayat 6 — 9 ).

Dan Hadils :

Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata : /7§ ks
Rasulullah, ta berkata : Ya Rasulullah, apakff? gi;[;:'m Mp:da
Jika salah seorang dari kita mendapati isterinyq Sedang bﬁ'ﬂl‘ Cﬂgbﬂit
gaimana tindakan engkau ? ( Fawab Rasulullqh i _f’{’z!rla, 'a-
berkata kalakanlah urusan yang penting, day Jika engp »Jika engkau
kanlah ( persoalan ) yang seperti itn”. Majq R(lsmfum;, d:fIm diam-
Jawabnya. Maka tidak berapa lama sesudaly itu, lakiﬁ?k'tl,dak men-
( lagi ) kepada Rasulullah, dan berkatq - S‘””lgguim ‘a t 1tu datang
bertanya kepada engkau tentang hal tersebut telap dib)q orang yang
hadapnya”. Moka Allah  menurunjan ayat - gy, Serz cobaan ter-
Maka Rasulullah membacakan ayat it 4 urat An Nuur.

tas orang ;
Y ] g tu dail Ny,
pengajaran dan peringatan serta menerangf: gn W04, memberinya

dunta lebih enteng dibanding azab akhirap, §; A.J’CI {)ahwa azab
,, Tidak, demi Allah yang tf[ah mengutus enghay dnu il bgrkata‘:
iiadalah aku berdzut(.z alasn)..a-!_ Koo din Ramlulla ’ingan yang.fm'k,
teringa lalu memberi pengajaran seperti Yang telgh d‘bm-‘f_manggzl (o
suaminya, 1a berkata : ,Tidak, dem; i tertkan kepada
engkau dengan yang hok, sesungguhnya {4 (suamikg telah mengutus
berdusta”. Maka Rgszt[:zl!ak memulai dengap yan fa::') b_enar— benar
kesaksian empat kali dmgan.nama Allah, ke??zuﬁia, -lak; menyatakan
Lemudian Rasulullah menceraikan antargq keduan}.an l(f}ar;% P‘g}'e;r?:?zm;l,

2 R Mushim ).

III. BENTUK PERKARA LTAAN

Berdasarkan ayat* Al Qur'an dan Hadits gj,¢
perkara li’aan ialahf apabila suami " as,
suaminya telah berzina dengan laki? atay i
ddal meokaks il yang dikandung atay 3‘?
197, T L pthak® yang Mmerasga dirulika ;
kan gugatan kepada Pengadilan Agama, Berdasaitsia it sl
maka hakim memeriksa alat* bukti yang dapat d;'f;iatanb L::
bagi gugatan tersebut. Jika hakim berpcndapat bahwa jda ;1:; bll:kti
ari gugatan itu, maka perkara tersebut tidak termasuk perkara

maka proses
uh isteri atau
> atau suami
ahirkan isteri-
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1i’ aan, melainkan termasuk dalam perkara tuduhan berzina. Sean-
dainya hakim setelah memeriksa perkara tersebut berpendapat
bahwa tidak ada alat® bukti yang dapat diyakininya, maka perkara
tersebut termasuk perkara li’aan.

Apabila hakim telah berkeyakinan bahwa perkara tersebut
termasuk perkara li'aan, maka hakim memanggil penggugat dan
memberinya nasehat? serta menerangkan akibat? dari tuduhannya
itu. Jika penggugat menarik gugatannya setelah menerima nasehat?®
hakim, maka perkara tersebut dianggap telah sclesai dan perkawinan
suami isteri tetap berlangsung sebagaimana biasa. Seandainya
penggugat tetap pada gugatannya yang tidak mempunyai alat?
bukti itu, maka hakim memanggil pihak tergugat serta memberinya
naschat. Apabila tergugat mengakui gugatan penggugat maka ter-
gugat dihukum dengan hukuman pezina. Dalam hal tergugat tidak
mengakui gugatan penggugat, maka hakim memanggil tergugat
dan penggugat untuk melakukan li'aan.

Pertama kali hakim memerintahkan agar penggugat menyata-
kan persaksiannya, yaitu melakukan lilaan. Ia dibolehkan menarik
kembali gugatannya, karena itu pcrkawinannya tetap berlangsung
sebagaimana biasa. Apabila penggugat tidak bersedia melakukan
li’aan, sedang ia tetap dengan gugatannya, maka dalam hal ini
ada dua pendapat. Menurut pendapat pcrtama: penggugat dihukum
dengan hukuman penuduh berzina, scbagaimana tersebut dalam
ayat 4 dan 5 surat An Nuur. Mcnurut pendapat kedua : penggugat
dipenjarakan sampai ia menarik kembali tuduhannya atau ia ber-
sedia melakukan li'aan. Agar ada kepastian  hukum  diperlukan
sangsi bagi penggugat? yang tidak bersedia melaksanakan li’aan.

Apabila penggugat bersedia melakukan li’aa‘n, maka dilakukan-
nya li'aan, seperti suami menyatakan : »Démi Allah, bahwa saya
benar® telah menyaksikan bahwa isteri saya 4 telah berzina dengan laki*
B”. Persaksian ini diucapkannya empat Kali, Pada kali yang kelima
suami mengucapkan : -,Saya bersedia meneriind laknat Allah seandainya
saya adalah orang - orang yang dusta”.

Kemudian Hakim memerintahkan agar tergugat menolak gu-

gatan penggugat,

Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan :

olak li’aan penggugat. Dalam hal
Pendapat pertama menyatakan
hukuman pezina, sedang me-
tergugat dipenjara sampai ia

I. Tergugat tidak bersedia men
ini berbeda pendapat ahli fikih.
bahwa bagi tergugat berlaku
nurut pendapat kedua ialah :
e ukan. liaany, atau s, membenarkall EUgatan ipenggugat,

Apabila tergugat mengakui gugatan pengglicgat n;aka kepadanya
dijatuhkan hukuman pezina. Agar ada ;II: ast’_i"lnkhukum se-
pantasnya diadakan sangsi bagi tergugat yang tdak mau me-

22



lakukan li'aan atau mengakui gugatan penggugat, schingga
perkara tersebut tidak berlarut - larut dan hakim dapat mem-
berikan keputusannya.

2. Pihak tergugat menolak segala tuduhan penggugat. Dalam hal
ini tergugat menolak Ji'aan penggugat, scperti seorang isteri
yang tcrgugat menyatakan : ,,Demi Allah, sebenarnya saya tidak
pernah melakukan apa yang dituduhkan sugmi saya itu”. Persaksian
ini diucapkannya empat kali. Pada kali yang kelima ia me-
ngucapkan : .Saya bersedia menerima laknat Alja}, seandainya suami
saya ilu_ada’ah orang® yang benar”. Setelah isteri (tergugat) mem-

balas li’aan suaminya ( penggugat ), maka hakim menectapkan
keputusan perceraian antara kedua suami isteri ity

Akibat perceraian karena li‘aan itu, maka suami isteri tidak
boleh kawin untuk sclama - lamanya, kecual; apabila suami isteri
masing — masing tclah membayar kaffarat SUmpah I’aannya jtu.

Berbeda pendapat para ahli fikih tentang . . i
wajib mclakuli:an li'aan lebih dahulu atay ;;idalpilkii}’;-.s;sm‘ }&ng
nurut Jumhur Ulama: wajib suami lebih dahuly ml‘:lakyk anl..,* e-
berdasarkan perbuatan Rasulullah s. a, w. Yang memen: u E}kln la;;’
lal melakukan li’aan lebih dah‘ulu. Sclanjutnya umhi‘:“{; kan Hi-
nyatakan : diwaljibkan suami lebih  dahy]y, melakuk am?;"n:r:
agar pihak istfgn _dapat menolak tuduhan Suaminy, f’\ln dl'aat
mengakibatkan ia dihukum dengan h_l‘kuman PCZina_';{ Y{)f’lg ?‘}E)ak
isteri yang lebih dahulu melakukan li’aan pabila pi

berartj
hal yang belum pasti. ag Membantah suatu

Menurut Imam Abu Hanifah : bolel,
melakukan li'aan karena ayat al Qurian
umum; tidak mewajil?kan pihak suami lebil
daripada pihak isterinya. Bahw% wwaw gk
permulaan ayat 8 surat An h_!uur W3
( tertib ), yaitu pihak suami lebih dahy)

pihak

b isterg lebih dahulu
any

d },a menyebut secara
a}i’}uiu melakukan li'aan
Yang terdapat pada
uk cElc-‘ng}-lamskan bpcrurlzltan
! Pthak isteri.
Ash Shan‘aani (pengarang ,,Subulussalam”
dapat Jurnhu:- Ulama dengan mcngemu}{akan? ;?;:agxfétkaialfc:l,;
,,wow ‘athof” yang terdapat pada PfMulaan ayat g . ° sz; Np £
tidak menfaedahkan berurutan (tertib), tetapi  Alja, surat An 12111_
hulukan apa yang seharusnya L:hdahulukan, sch,2 ¥4 selalu m_cnbat
dalam firmanNya. Dalam pada itu Rasulullap, s.a.gw sséi!:ig _tCISCmI:_
gaskan : . iIrli me

Kami (Rasulullah) memulai menyrut Yang dimyla; oo e
€ a .

Persoalan siapa yang diwajibkan lebih dahuly melakukan 1i’aan
tidak diterangkan dengan tegas olehs ayat Al g irias danuETadits:
Yang penting dalam hal ini ialah siapakah

: s dalam perkara tersebut
mCI‘Ijadi plhak tcrgugat dan plhak ])enggugat; apakah pihak suami
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atau pihak isteri. Pihak penggugat lebih patut didahulukan me-
lakukan li'aan daripada pihak tergugat, kecuali kalau hakim ber-
pendapat bahwa karcna sesuatu hal maka pihak tergugat yang
diharuskan lebih dahulu melakukan li’aan.

Dalam pada itu perlu diperhatikan : siapa - siapa dalam per-
kara itu yang merupakan pihak - pihak yang dirugikan oleh pihak
yang lain. Sebagai contohnya ialah :

. Pihak suami menyebut - nyebut kepada orang lain (diluar
Pengadilan ) bahwa isterinya tclah berzina dengan laki - laki lain.
Atau suami menyatakan bahwa anak yang dikandung atau yang
dilahirkan isterinya itu bukan anaknya. Karena tindakan suaminya
itu isteri merasa dirugikan baik dari segi moril atau dari segi ma-
teriil. Karena itu isteri mengajukan gugatan kepada pengadilan.
Dalam hal ini yang menjadi penggugat jalah pihak isteri dan yang
menjadi pihak tergugat ialah pihak suami. Pihak yang merasa
dirugikan ialah pihak isteri. Dalam hal seperti ini maka sehaiknya
pihak isterilah yang lebih dahulu melakukan li’aan.

Kemungkinan yang lain ialah : pibak isterilah yang menuduh
bahwa suaminya telah berzina dengan wanita yang lain. Dalam
hal ini pihak isteri sebagai P‘Ing%’uﬁat haruslah melakukan li’aan
daripada suaminya. :

IV. PERKARA LI'AAN DI INDONESIA

Di Indonesia perkara liaan merupakan suatu persoalan yang
belum disepakati tentang siapakah yang berwenang mengadilinya.
Menurut suatu pendapat perkara li’aan termasuk wcwenang pera-
dilan Negeri, sedang menurut pendapat yang Jain termasuk we-
wenang peradilan agama. Pendapat tersebut jalah

Pendapat pertama : Sekalipun perkara li'aaln itu termasuk per-
selisihan suami isteri akan tetapi tidak dapat diurus oleh peradilan
agama karena pusat perkara li’aan itu ialah umu}c_menctapkau
tentang anak yang dikandung atau dilahirkan oleh s isteri, apakah
ia anak suami atau bukan anak suami. Perkara tentang siapa
sebenarnya bapak seorang anak itu termasuk kekuasaan pengadilan
biasa (Pengadilan Negeri) dan Peradilan jni memutus menurut
Hukum Adat atau menurut per—undang®a Negara. Persoalan
apakah peradilan Agama boleh mcnjalankan acara h.a.au} itu ter-
gantung kepada kenyataan apakah li'aan jtu telah diterima oleh
Hukum Adat atau belum.

Pendapat kedua ; Pendapat ini adalah pg‘[dapiiairo Peradilan
Agama (sekarang bernama: Direktorat Peradilan Pb . da'%- Menurut
pendapat ini perkara Li’aan termasuk kekuasaal 1,3:..&(1;1?’“ Agama,
sesuai dengan suratnya kepada segenap instalk 52é0 an  Agama
di Indonesia tanggal 23 Desember 1959 1no- B/1/ yang sebaha-
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gian isinya berbunyi: ,Berhubung dengan banyaknya pernyataan?
yang disampaikan kepada kami tentang perkara li'aan dan hal?
yang berhubungan dengan itu sebagai akibat diputuskannya tali
pernikahan dari suami isteri, antara lain tentang kedudukan anak

dari pihak® yang bersangkutan, maka bersama ini kami maklum-
kan sebagai tafsiran yang luas dari :

1. fasal 2 a ayat (1) Staatsblad 1882 ng. 152

jo 1937 no. 116
jo no. 610;

2. fasal 4 dari Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957 lem-
baran negara no. 99 tahun 1957

3. fasal staatsblad 1937 no. 638 jo no. 639.

maka teranglah bahwa perkara li’aan itu termasuk dalam kekua-
saan Peradilan Agama, Mahkamah Syar’iyyal, dan Kerapatan
Qadhi. Adapun batas wewenang instansi Peradilan Agama dalam
persoalan tersebut ha'nyalah terbatas pada memeriksa dan membe-
rikan putusan terakhir tellang iiecllud“kzin pernikahan dari pihak?
ang bersangkutan isuami isteri) dan tidaklah sArTad
iCdEdUkm anak dari pihak? tersebut. Adapun meﬁggﬁaﬁe?ﬁutg
anaknya terserahlah kepada pihak? yang bcrsﬂllzkuta edu uk A
akan diteruskan kepada Peradilan Negeri atay tidak, ka o
Peradilan Agama tidaklah berhak mencampurij pm_sao alca;c:;alnstanm
Ditinjau dari segi perundang - undan
donesia pada saat itu, lTia‘li:a pc(-.indapat p
ang kuat, karena apabila ada suaty cuga L a
iepagda Pengadilan dan gugatan itu terbul?tignt,zrﬁa e dl?uka;
lah menerima gugatan ‘terscbut daz} Memenangkay, ilml:. aru g
gugat. Sebaliknya rCQGathSS TN dggPrc . ot g
gatan itu .tldak dapa:t diterima. Demikjan il hal;l a rkgra
li’aan, apabila terbukti bahwa anak yang dikanduyy, .ya:p% e
anak suami atau anak tersebut terbukti anak SUamig Isteri uk_a
telah dapat menetapkan keputusannya bc"dasarka,n nll)ak-a_zha im
diyakininya itu. ukti? yang

gan yang berlaku di In-
ertama mempunyai alasan

Menurut hukum Islam apabila ada
kan kepada Pengadilan, maka gugatan
kemungkinan :

1. Gugatan terschut mempunyai ala¢2

Suaty gu

gatan vane diaju-
tersebyt Yeao et

mempunyai dua

alat? bukti, maka hakim mem
gatan tersebut.

9. Gugatan t%dak mempunyai alat2 burleti, i st v 2
gugat bersikeras dan tetap dengan gugatacnil;z; piltl;aks;;;ngg
pihak tergugat menolak dengan keras gugatan P S
maka dalam hal ini dapat dilalk !

o S ukan | mubahalah®, yaitu
masing® pihak (penggugat dan tergugat) menyatakan per-
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saksiannya dengan dirinya sendiri atas gugatan atau pe-
nolakan gugatannya. Setelah menyatakan persaksiannya itu
masing? mereka menyatakan bersedia laknat Allah seandai-
nya mereka berdusta. Pihak? yang berdusta dalam perkara
tersebut akan mendapat hukuman ukhrawi dari Allah.
»Muhabalah” yang berhubungan dengan persoalan tuduhan
berzina disebut ,li’aan”.

Diduga dasar ini termasuk dasar yang digunakan oleh Direk-

torat Peradilan Agama dalam menetapkan undang® yang menyata-
kan bahwa persoalan li'aan termasuk wewenang Peradilan Agama.

Agar kesalah pahaman dan penyelesaian masalah ini tidak

ber-larut® dirasa perlu kedua peradilan diatas sering mengadakan
semacam tukar pikiran yang membicarakan segala macam masalah
yang ada hubungannya dengan kedua peradilan 1tu.
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V. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1- Didalam Hukum Islam terdapat semacam ketentuan bahwa

ada suatu perkara yang disclesaikan olch para ha_kim tanpa
ada alat® bukti yang dapat djajukan untuk dijadikan hakim
sebagai dasar keputusannya. Yang dipcgﬂﬂ.‘—{i dala_m masalah
ini ialah pernyataan? vane dikemukakan oleh pihak? yang
berperkara. Dalam mas'alalf ini scorang muslim diuji keiman-
annya, apakah ia mau berdusta dalam pengakuannya sehingga
ia menjadi seorang munafik atau ia akan mengemukakan apa
yang sebenarnya. Perkara yang seperti ini disebut . muhabalah®.
Perkara li’aan termasuk perkara ”muﬁdbd[dh”-

Bila dalam mengadili perkara lifaan terdapat alat? Hukti,
maka perkara tersebut tidak termasuk lagi dalam perkara li’aan.
Khusus mengenai perkara lifaan di [ndoncsi:d, hendaknya
sering diadakan pertukaran pikiran antara h.alum‘l peradilan
Negcri dan hakim?2 Pcradi]_an A%‘Q_mﬂ, SChf“gga tidak ada
sesuatupun perkara yang tidak dapﬁt diselesaikan.



